BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini serta hasil dan pembahasan
penelitian tentang pengelolaan dana desa pada Desa Baumata Tahun Anggaran

2017 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Perencanaan. Dalam perencanaan masih ditemukan bahwa pemerintah Desa
Baumata belum menjalankan secara maksimal tahapan-tahapan dalam
pengajuan Peraturan Desa Baumata tentang APBDes dan RAB, dimana
Kepala Desa dan jajarannya hanya melakukan rapat internal tanpa mengikut
sertakan masyarakat Desa Baumata dalam penetepan Peraturan Desa
Baumata tentang APBDes dan RAB. Hal ini menunjukkan masih kurangnya
transparansi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Baumata kepada
masyarakatnya.

2. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan masih ditemukan bahwa Pemerintah Desa
Baumata belum memahami tahapan pengelolaan dana desa secara baik,
dimana SPP baru dibuat oleh bendahara pada akhir tahun dan bukan pada
saat pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga ditemukan tidak adanya dokumen
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

3. Penatausahaan. Dalam penatausahaan Bendahara Desa Baumata sudah

melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah sesuai dengan Peraturan
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6.2

Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

4. Pelaporan. Dalam Pelaporan Kepala Desa Baumata sudah melaksanakan
tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggunjawaban. Dalam pertanggungjawaban Kepala Desa sudah
melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, disarankan
kepada Pemerintah Desa Baumata untuk pengelolaan keuangan desa yang
lebih baik, antara lain :

1. Pemerintah Desa Baumata hendaknya melibatkan masyarakat dalam
tahapan perencanaan.

2. Pemerintah Desa Baumata lebih meningkatkan SDMnya dalam tahapan
pelaksanaan.

3. Bendahara Desa Baumata dapat mempertahankan tugas dan kewajibannya
dalam tahapan penatausahaan.

4. Kepala Desa Baumata dapat mempertahankan tugas dan kewajibannya
dalam tahapan pelaporan.

5. Kepala Desa Baumata dapat mempertahankan tugas dan kewajibannya

dalam tahapan pertanggungjawaban.
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